
PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INDRA ADI WIBISONO

2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

3. NHK : 640173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 659.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/88 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

HASIL SENDIRI Rp. 659.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 672.300.000

III. HUTANG Rp. 490.171.902

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 182.128.098

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUGUN GUNAWAN

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 445895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 206.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/77 m2 di KAB / KOTA 

BOGOR, Rp. 206.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 

170.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.525.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 655.610

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 385.180.610

III. HUTANG Rp. 296.008.180

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 89.172.430

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ICHSAN NUR FAJAR

2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

3. NHK : 501188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA X GEAR MINIBUS Tahun 2017, 

HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

2. MOTOR, YAMAHA LEXI S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 

9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 7.950.500

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 858.550.500

III. HUTANG Rp. 925.993.029

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -67.442.529

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

2025 



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RIFKI

2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

3. NHK : 810584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/100 m2 di KAB / KOTA 

BOGOR, Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HADIAH Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 407.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 407.500.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO PRASETYO RITANTO

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 202770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.981.658

F. HARTA LAINNYA Rp. 14.315.000

Sub Total Rp. 19.296.658

III. HUTANG Rp. 35.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -15.703.342

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIHADI ADI KUSUMA SETIAWAN

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 183168

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 346.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 

46.000.000

2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 

300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.744.036

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.132.744.036

III. HUTANG Rp. 798.275.044

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 334.468.992

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 

2025 



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYO BUDI RAHARJO

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 640488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 323.400.000

1. MOTOR, KAWASAKI EX250L Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 

27.900.000

2. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 

279.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 2DP R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.014.650.000

III. HUTANG Rp. 25.244.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 989.406.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

2025 



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOGI DARMAWAN EFFENDI

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 644069

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/150 m2 di KAB / KOTA 

BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.000.000

1. MOTOR, YAMAHA B3W A/T MIO GEAR Tahun 2022, HASIL 

SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT X Tahun 2007, WARISAN Rp. 

3.000.000

3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 

200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.039.000.000

III. HUTANG Rp. 295.647.485

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 743.352.515

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 

2025 



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD ARIF AFANDI

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 642273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.000.000

III. HUTANG Rp. 759.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -757.000.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIP NUGRAHA DJAJADISASTRA

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 738282

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 662.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/42 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 500.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 292.600.000

1. MOTOR, HONDA SPACCY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 

2.100.000

2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

11.500.000

3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 

279.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 956.200.000

III. HUTANG Rp. 314.801.809

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 641.398.191

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan 
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang 
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara 
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP RUHIYAT

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 699553

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BANJAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI 

Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 

6.000.000

3. MOTOR, SCOOPY BEBEK MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI 

Rp. 20.000.000

4. MOTOR, YAMAHA NMAK Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 

35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 635.600.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 635.600.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan 
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang 
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara 
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DANI ABDILLAH

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 642390

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 330.000.000

1. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL 

SENDIRI Rp. 230.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA 

METRO , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 83.000.000

1. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 

17.500.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

6.500.000

3. MOTOR, HONDA GL 100 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 

19.000.000

4. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 

40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 623.800.000

III. HUTANG Rp. ----
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 623.800.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INDRA LESMANA

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 639636

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 230.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/75 m2 di KAB / KOTA 

BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.887.141

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 58.117.141

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 58.117.141

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMAIL

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 868051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. LAINNYA, TOSHIBA - Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

2. LAINNYA, CHANHONG - Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 

1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.308.421

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.900.000

Sub Total Rp. 10.708.421

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.708.421

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMAJAYA

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 801028

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 252.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m2/23 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

HASIL SENDIRI Rp. 55.500.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

Rp. 165.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/15 m2 di KAB / KOTA BOGOR, 

HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 54.800.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON GS Tahun 2017, HASIL 

SENDIRI Rp. 48.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 

2.300.000

3. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 

4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 342.300.000

III. HUTANG Rp. ----

2025 



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 342.300.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. SUBEHAN

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 699741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 760.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA 

TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA 

TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/192 m2 di KAB / KOTA 

TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.600.000

1. MOTOR, SUZUKI NEX II CROSSOVER Tahun 2022, HASIL 

SENDIRI Rp. 4.500.000

2. MOTOR, HONDA GL MAX II SPORT Tahun 2003, HASIL SENDIRI 

Rp. 2.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.125.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 779.275.000

III. HUTANG Rp. 147.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 632.275.000

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan 
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang 
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara 
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FALAH HAMID

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 445887

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.323.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 653.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA 

BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.700.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 

87.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI 

Rp. 3.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 63.971.245

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.509.771.245

III. HUTANG Rp. 785.117.393

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 724.653.852

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHARAMAR RAZAK

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 644099

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 179.600.000

1. MOTOR, YAMAHA LEXI 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 

12.000.000

2. LAINNYA, POLYGON HYBRID HEIST 2.0 Tahun 2016, HASIL 

SENDIRI Rp. 1.100.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI 

Rp. 112.000.000

4. MOTOR, YAMAHA XMAX 250 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

44.000.000

5. MOTOR, HONDA REVO X Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 

10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 517.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 213.183.615

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000

Sub Total Rp. 1.480.083.615

III. HUTANG Rp. ----
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.480.083.615

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANANG PRIYANTO

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 644040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.285 m2/155 m2 di KAB / KOTA 

CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.000.000

1. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 

2.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 

19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 167.414

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 343.367.414

III. HUTANG Rp. 9.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 334.367.414

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAKTI ANTON PRASETYO LEGOWO

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 641077

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 

26.000.000

2. MOBIL, HONDA BR-V 1.5 E MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.686.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 21.625.549

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.555.740

F. HARTA LAINNYA Rp. 143.000.000

Sub Total Rp. 396.867.289

III. HUTANG Rp. 421.797.734

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -24.930.445

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SLAMET RIYANTO

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 641196

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA 

SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA 

SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 890.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 342.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER CROSS Tahun 2023, HASIL 

SENDIRI Rp. 330.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 

12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.761.050.000

III. HUTANG Rp. 1.012.027.001

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 749.022.999

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WISNU ARDIANSYAH

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 644239

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA 

DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UW 125 SC / SEPEDA MOTOR Tahun 2008, 

HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, YAMAHA B6H-AI A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 

25.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI XPAND1.5LULT(4X2) AT/MICRO/MINIBUS 

Tahun 2018, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.851.720

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 727.851.720

III. HUTANG Rp. 413.458.320

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 314.393.400

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang 
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan 
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta 
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik 
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara 
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOPI YUSPILAN

2. Jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. NHK : 657900

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 602.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/90 m2 di KAB / KOTA 

SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL 

SENDIRI Rp. 25.000.000

3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL 

SENDIRI Rp. 15.000.000

4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI 

Rp. 12.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI 

Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.329.440

F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000

Sub Total Rp. 687.829.440

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 687.829.440

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari 

elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan 
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang 
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara 
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi 
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

2025 


